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PERATURAN DAERAH KABUPATEN D&ERAIH TIHNGKAT IT BOSOR
NOMOR = 5 TAHUN - 1998
TENTANG

ORGANISAST DAN TATA KERJIA
RuUMAH SAKIT YJMUM DAERAH KELAS C CTBINDHG
PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT IT RBROGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
ﬁ.,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT IT BOGOR,

Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Daerah .XKa-
bupaten Daerah Tingkat II Bogor No-
mor 2 Tahun 1998 telah dibentuk Ru-—
mah Sakit Umum Dasrah Kelas C Ci-
binong pada Dinas Xesehatan Xa-—
bupaten Daerah Tingkat II Booor:

b. bahwa berdasarkan Xeputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1994



Mengin

~N

s Mmaka
5 ! =t 2 Organiga~i dan
Tata Keria mah Sakit Umum Caerzh
Kelas C Cibi.onc pada Dinas Kese-
hatan Xabupaten Dasrah Tingka 17
BOGoOT;
bahwa rdasarkan pertimbangan pada
huruf a dan b tersebut di atas,
oerlu diatur Organisasi dan Tata
Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Ke-
las C Citlnona pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Daerah Tingkat II Bagor
vang ditetapkan dengan Peraturan
Dasrah.

Undang-undang Namor 14 Tahun 1950
tentang Pemerintahan Dasrah Kabupa-
ten dalam Lingkungan Jawa Barat
{Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 8):

Undang—undang Momor 5 Tahun 1974
tentang Pokok-pokok Pemerintahan
Di Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 38,
Tambahan Lembaran HNagara Republik
Indonesia Nomor ZG37)

K

Undang—undang Nomar 8 Tahun 1974
tantang Pokok-Pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lem-
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baran Negara Republik Indonszssia
Momor 3041);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992
tentang Kesehatan {(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomar
100, Tambahan lLembaran Negarz Re-
publik Indonesia Nomor 3495);

Paraturan Pemerintah Momor 7 Tahun
1987 tentang Panverahan Sebagian
rusan Pemerintahan dalam Bidang

Xasehatan kepada Daerah {Lembaran
Nagara Republik Indonesia Tahun
1287 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Negara Republik TIndonesia Nomor
3347);

Paraturan Pemerintah Nomor & Tzhun
1988 tentang Koordinasi Kegiatan
Instansi Vertikal di Daerah {(Lem-
baran Negara Republik Indonasia
Tahun 1988 Nomor 10, Tambzhan Lem-—
lLembaran Negara Republik Indonesia
Momor 3373):

Peraturan Pemerintah MNomor 45 Tahun
1992 tentang Penyelesnggaraan Gtono-—
mi Dzerah dengan Titik Berat pada
Dasrah Tingkat IT (lLembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
77, Tambahan lLembaran Nzgara Repub—
13

z
Y oIndonasia Homor Z4R87)

Ve



Preziden HNomor 38 Tzahun
Unit Swadana dan Tata
laan Keuangan;

Keputusan
199 i

1 tentan
Cara Peangel

Keputusan Menteri Kesshatan HNomor
S1/MENKES/ SK/IT/1979 tentang Pene—
tapan Kelas Rumah Sakit Pemerintah:

Keputusan Bersama Menteri Kesehatan
dan Menteri Dalam Negeri Nomor
4R /MENKES/SKR/IT1/1988 dan Nomor 10
Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelak-
sanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7
Tahun 1987 tentang Penverahan
Sebagian Urusan Pemerintahan dalam
Bidang Kesehatan kepada Daerah;

Keputusan Menteril Negara Pendavagu-
naan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun
1290 tentang Pedoman dan Proses
Pemb=ntukan atau " Penvempurnaan
Kelembagaan di Lingkungan Tnstansi
Pemerintah Pusat, Perwakilan Repub-
l1ik Indonesia di lLuar Negeri dan
Pemerintah di Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri No-
mor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman
Organisasil Dinas-Dinac Daerah:

Keputusan Menteril Xesehatan Repub-
1ik Indonesia Nomor 983 /MENKES /SK/
11/92 Tahun 1992 tentang Pedoman
Organisasi Rumah Sakit:
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Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk
Peraturan Dasrah dan Peraturan Da-—
arah Perubahan:

Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengun-—
dangan Peraturan Daerah dan atau
Keputusan Kepala Daerah Lewat
Tenggang Waktu Pengesahan:

Keputusan mMenterl Dalam HNegsri
Nomor 21 Tahun 1994 tentang Padoman
Organisasi dan Tata Xerja Dinas
Kesehatan Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Nageri
dfomor 22 Tahun 1994 tentang Pedoman
Organisasi dan Tata Keria Rumah
Sakit Umum Daerah;

e

Keputusan Mentari Negara Pendavagu-—
naan Aparatur Negara Nomor 106 Ta-
hun 1994 tentang Pedoman Organisa-
s1 Unit Pelaksana Teknis, Unit Pe-
laksana Dasrah dan Unit Pelaksana
Teknis Daerah;

Surat Keputusan Mantaeri Kesshatan
Nomor 535 /MENKES/SK/VTI/1993 tentang
Parsaetujuan Xelas Rumah Sakit Umum

Daerabh Cibinong milik Peamerintah
— |5 < T —~ 3 n
Dasran Tingkat I7 RBogor;
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Instruksi Manteri Dalam Neg
Nomor & Tahun 1996 tentang Patunjiu
Pelaksanaan Keputusan HMenteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 1994, Nomor
22 Tahun 1994 dan Nomar 23 Tahun
1954 ;

(e
-
R

Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Barat Nomor 28 Tahun
1990 tentang Pedoman Pembantukan,
Organlisasi dan Tatakerja Unit
bPelaksana Teknis Dinas Dasrah Ting-—
kat IT di ULingkungan Pemerintah
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Barat;

Peraturan Daerah Kabupaten Daserah
Tingkat II Bogor Nemor I/Ps_ 003/
DPRD/1977 tentang Tata Cara Membuat
Peraturan Daerah dan Manerbitkan
Lembaran Daerah;

Paeraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat TII Bogor HNomor VI/DPRD/
KS.023_.2/VIT/1979 tentang Pemben-—
tu kan Dinas Kesehatan Kabupaten
Daerah Tingkat TII Bagor:

Peraturan Daerah Xabupaten Daerah
Tingkat II Bogoer Nomor 1 Tahun 1998
tentang Organisasi dan Tata Keria
Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah
Tinagkat IT Bogor:



Menetapkan

Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakvat Daerah
Kabupaten Dasrah Tingkat IT Bagor

MEMUTUSKaHRN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT IT BOGOR TENTANG ORGANISAST
DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KELAS C CIBINONG BADA DIRNAS
KESEHATAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT IT
BOGOR.

BA2 I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dasrah inl vang dimak-
sud dengan :

2.

Daerah adalah Xabupataen Dasvah
Tingkat I1 Bogor;:

Pame

rintah Dasrah adalah Pemsrintah
Kabupaten

Da=rah Tingkat I1 8ggor;

Bupati Kepala Daerah adaliah Buoati
Kzpala Dasrah Tinakat 11 Bogor:
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XKepala Dinas adalah Xepala Di
Kesehatan Kabupaten Daerah
TT Sogor:

Rumah Sakit Umum Daerzh, selaniutnva
disebut RSUD adalah Unit Pelaksana
Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah
Kelas C Cibinong pada Dinas Kese-
hatan Kabupaten Daerah Tingkat 171
Bogor: o

Direktur adalabh Direktur Rumah
Sakit Umum Daerah Kelas 'C Cibinong
prda Dinas Kesehatan Kabupaten
Daerah Tingkat IT Bogor:

Pelavanan Medis Spnesialistik Dasar
adalah pelavanan medis spesialistik
penvakit dalam., kebidanan dan penva-—
kit kandungan, bedah dan kesehatan
anak:

Pelayanan medis spesialistik luas
adalah pelayanan medis spesialistik
dasar ditambah dengan pelavanan
spesialistik telinga, hidung dan
tenggorokan (THT). mata, svaraf,
Jiwa, kulit dan kelamin, Jantung,
paru, radiologi, anestesi, rehabili-
tasi medils, patologi klinis, patolo-—
gi anatomi dan pelavanan spe-
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sialistik lain sesuai dengan kebutu—
han.

BAB IT
KEDUDUKAN, TUGAS POKDK DAN FUNGST
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 2

RSUD adalah Unit Pelaksana Teknis
Dinas pada Dinas Kesehatan Kabupaten
Daerah Tingkat II Bogor di bidang
pelayvanan kesshatan;

RSUD dipimpin oleh Kepala vang
disebut Direktur, secara taktis
operasional berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati Ke-
pala Daerah dan secara teknis
fungsianal berada dJdibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala
Dinas.
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a. Melaksanakan sebagian tugas Dinas di
bidang Kesehatan dengan melaksanakan
upayva kesehatan secara berdavaguna
dan berhasilguna dengan mengutamakan
upaya penyembuhan dan pemulihan vang
dilaksanakan secara serasi dan
terpadu dengan upava peningkatan dan
pencegahan serta malaksanakan upava
rujukan:

b. Melaksanakan tugas pembantuan vang
ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 4
Untuk menyelenggarakan tugas pokok
tersebut pada Pasal 3 Paraturan Daerah
ini, RSUD mempunyai fungsi -

a. penvelenggaraan pelavanan medis;

b. penvelenggaraan pelavanan penunjang
medis dan non-medis:



c. penvelenagarzaan pslavanan dan asunan
keperawatan;

d. penyelenggaraan pelavanan rujukang

e. penvaelenggaraan pendidikan dan
palatihan;

&

pengembangan;

f. nanvelancggaraan pen=zlitian dan
ag. penvelenggaraan adminisztrasi umum
dan keuangan.
BAR TIT
ORGANISAST
Bagian Pertamza

Unsur—unsur Organisasi

Pasal 5
RSUD terdiri dari unsur—unsur :

a_. Pimpinan adalah Direktur dan ®Wakil .

o
0
0]

mbantu Pimpinan di bidang adminis-
trasi umum adalah Sub Bagian Kasak-
Iy

>
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Dewan

47 bidang keuanoan
Xeuangan dan
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Panvantun.

engawasan Intern:

Bagian Kedua
Susunan Oiganisasi

Pacal &

Susunan Organisasi RASUD adalah
sebagai berikut -

a .

Direk

ct

ur;

Kakil Direktur;

Seksi Pelavanan, membawahkan -

ot

N

]

Sub Seksi Pengawasan dan Pe-—
ngendalian Pasien;

Sub Seksi Pengawasan Fasilitas
Medis dan Penunjang Medis:

Sub Seksi Perencanaan Xebu-
tuhan Medis dan Penuniang
Medis.
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Keperawatan., membawahkan -

Seks

1. Sub Seksi asuhan Keperawatan:

2. Sub Seksi Etika dan Mutu
Keperawatan;

3. Sub Saksi Pendidikan, Pela-—
tihar dan Penvuluhan.

Sub Bagilan Kesekretariatan dan
Rekam Medis membawahkan -

- Urusan Kepegawaia
Urusan Rumah Tangga:
Urusan Umum:

- Urwusan Perencanaan dan Rekam
Medis.

IR

Sub Bagian Xsuangan dan Brogram,
membawahkan :

1. Urusan Psnvusunan Praogram;
2. Urusan Penvusunan Anggaran:
3. Urusan VYerifikasi dan Akuntan-—

31
4. Urusan Parbendaharaan.
Instalasi terdiri dari -
i. Tnstalasi Rawat Jzalan:
2. Instalasy Rawat Inap;
3. Instalasi Gawatb Darurat:
4. Instalasy Badah Santral:
5. Tnatalasi Perawatan Tntensif;
&. Instalasi Radiolagi:
7. Instalasi Farmasi
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8. Tnstalasi Patologi;

9. Instzlasi Gizi;

10. Instalasi Pemeliharaan Sarana
Rumah Sakit;

11. Tnstalasi Rehabilitasi Madis;

12. Instalasi Perawatan Jenazah;

13. Instalasi Bedah Khusus.

h. Kamite Medis dan Staf Medis
Fungsional;

1. Satuan Pengawasan Intern;
3. Dewan Penvantun.
Bagan Struktur 0Organisasi RSUD
sebagaimana tercantum dalam Lampir—
an, marupakan bagian vang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah
inl.
BAR TV
BIDANG TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISAST
ParagratfT 1
Oi1rektur
Pasal 7
Birektur mempunyai tugas pokak
memimpin, mengkoordinasikan, menga-

wasi dan mengendalikan seluruh
kegiatan RSUD dalam mambantu tugas



Dinas di bidang pelavanan kese
dan tugas pembantuan yang ditugaskan
kepada Pemerintah Daerah.

N
N
g

Wakil Direktur mempunvai tugas pokok
membantu Direktur dalam melaksanakan
tugas pokoknva dan mengendalikan
kegiatan intern Dinas.

Paragrat 2
Seksi Pelavanan
Pasal &

Seksi Pelavanan mempunvai tugas pokok
mengkoordinasikan semua kebutuhan
pelayanan medis dan penunjang medis,
melakukan pemantauan, pengawasan peng-
gunaan fasilitas pelavanan medis dan
penunjang medis, melakukan pengawasan,
pengendalian, penerimaan serta pemu—
langan pasien.

Pasal &

(1) Untuk menvelenggarakan tugas pokok
sebagaimana dimaksud pada pasal 8
tersebut di atas, Seksi Pslavanan

mempunvai fungsi -

a. pelaksanaan psngawasan sarta
pangendalian penerimaan da:
pemulangan pasien;:
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c. pengkoordinasian seluruh kebu-
tuhan pelavanan medis dan non
medis.

Seksil Pelavanan wmembawahkan -

1. Sub Seksi Pengawasan dan pangen-—
dalian Pasien;

2. Sub Seksi Pengawasan Fas
Medis dan Penunjang Medis;

3. Sub Seksi Perencanaan Kebutuhan
Madis dan Benunjang Medis.

li1tas

i

e

Pasal 10

Sub Seksi Pengawasan dan Pangaenda-
lian Pasien mempunval tugas menvian-—
kan bahan penvusunan petuniuk teknis
pesngawasan,. pengendalian, openerimazan
dan pemulancan pasien.

Sub Seksi Psngawasan Fasilitas Medis
dan Penunjang Medis mempunval tugas
menyiapkan

bahan penyusunan petuniuk teknis
pengawasan falisitas medis dan
penuniang medis.

Sub Seksi Perencanaan Kebutuhan
Medis dan Penunjang Medis mempuinvai
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tugas menviapkan bahan perencanaan
kehutubhan medis dan penunjang medis.

Paragrat 3
Seksi Keperawatan
Pasal 11

Seksl Keperawatan mempunyai tugas pokok
melaksanakan bimbingan pelaksana
asuban, pelavanan keaperawatan., etika
dan mutu keperawatan serta kegiatan
pendidikan, pelatihar dan penvuluhan
kesehatan.

Pasal 172

1) Seksi Keperawatan mempunvai fTungsi :

a. penyusunan rencana, diagnesis,
penvelenggaraan bimbingan serta
palaksanaan dan evaluasi dibidang
asuhan keperawatan;

b. pelaksanaan pembinaan, pengawasan
dan pengendalian pelavanan kepe—
rawatan, etika dan mutu kepera-—
watan;

c. parencanaan penyaelenggaraan pen-—
didikan dan pelatiban sarta pe-
nyuluhan dibidang keperawatan.
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eksi Keperawatan membawahkan -

1. Sub Seksi aAsuhan Keperawatan:

2. Sub Seksi Etika dan Mutu Kepe-
rawatan;

3. Sub Seksi Pendidikan dan Pela-
tihan serta Penvuluhan.

Paszal 13

Sub Seksi Asuhan Keperawatan mempu-
nval tugas menyiapkan bahan penyu-
sunan petunjuk teknis pangendalian
bimbingan pelaksana asuhan.

Sut Seksi Etika dan Mutu Keperawatan
mempunyal tugas menviapkan bahan
penyusunan petunjuk teknis pembi-
naan. pesngawasan dan pengendalian
pelavanan keperawatan, etika dan
mutu keperawatan.

Sub Seksi Pendidikan dan Pelatihan
dan Penyuluhan mempunyai tugas me-—
nyitapkan bahan pembinaan dan penve-
lenggaraan pendidikan dan pelatihan
serta penyuluhan perawatan kese-
hatan.
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Paragraft 4

Sub Bagian Kesekretariatan
dan Rekam Madis

Pasal 14

Sub Bagian Kesskratariatan dan Rekam
Madis mempunyai tugas mengkoordinasi-
kan pelaksanaan pengelolaan urusan
umum, kepegawaian, kerumahtanggaan,
informasi dan pelaporan, serta perenca-—
naan dan rekam medis.

Pasal 15

1) Untuk menyelenggarakan tugas pokak
sebagaimana dimaksud pada Pasal 14
tersehut di atas, Sub Bagian Kessk—
retariatan dan Rekam Medis mempunvai
fungsi :

a. pelaksanaan dan peangkoordinasian
Urusan Unum;

o

pelaksanaan dan pesngkoordinasian
urusan kepegawaian;

c. pelaksanaan dan pengkoordinasian
urusan rumah tangga;

d. pelaksanzan dan pangkocrdinasian
urusan perencanaan dan rekam
medis.
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QSub Bagian Kesekretariatan dan Rekam
Medis membawahkan :

1. Urusan Umum;

2. Urusan Kepegawalan;

Z. Urusan Rumah Tangga:

4. Urusan Perencanaan dan Rekam

Medis. .
Pasal 16

Urusan Umum . mempunval tugas melaksa-
nakan pengelolaan wurusan surat
menvurat, pengetikan, penggandaan,
kearsipan, pengelolaan dan pemeli-—
haraan kendaraan, kebersihan kan-
tor/lingkungan RSUD, keprotcockolan
dan hubungan masvarakat.

Urusan Kepegawaian mempunyail tugas
melaksanakan pengelolaan administra-
si kepegawaian.

Urusan Rumah Tangga mempunyal tugas
melaksanakan pengelolaan administra-
si peralatan dan perlengkapan kan—
tor.

Urusan Perencanaan dan Rekam Medis
mempunyal tugas melaksanakan peren—
canaan serta pengelolaan, pelavanan
rekam medis dan pelaporan RSUD.



Paragraf 5

Sub Bagilan Keuangan dan Program

Pasal 17

Sub Bagian Keuangan dan Program mempu-—
nyai
naan
sunan anggaran, pengelolaan keuvangan,
pertar.ggungliawaban kesuangan RSUD.

FAanN

n

tugas m=ngkoordinasikan pelaksa-
urusan pIRnyusunan program, bDenyvu-

Pasal ig

ntuk menvelenaggarakan tugas opokok
eb

agaimana dimaksud pada Pasal 18

tersebut di atas, Sub Bagian Xe-
vangan dan Brogram mempunvail
fungsi -

a.

o3

pelaksanaan dan pengkoordinasian
peryusunan program RSUD:

pelaksanaan dan pengkoordinasian
penvusunan anggaran RSUD:

pelaksanaan serta pengkoordina-—
sian kegiatan verifikasi dan
pengauditan keuangan RSUD:

pelaksanaan dan pangkoordinasian
pengadministrasian dan pertang-
gungjawaban kauangan RSUD.
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1. Urusan Penvusunan Program;

2. Urusan Penvusunan A&nggaran;

3. Urusan Verifikasi dan Akuntansi
4. Urusan Perbendaharaan.

>

Pasal 12

Urusan Penvusunan Program mempunyal
tugas menviapkan bahan penvusunan
nrogram RSUD.

Urusan Penyusunan @&nggaran mempunyai
tugas menviapkan bahan penvusunan
anggaran RSUD.

Urusan Veritikasi dan akuntans:
mempunvail tugas melaksanakan ke-
giatan verifikasi dan pengauditan
keuvangan RSUD:

Urusan Perbendaharaan mempunyati
tugas melaksanakan pengelolaan
administrasi dan pertanggungjawaban
keuangan RSUD.

Paragrat 6
Ins talasaii

Oasal 20

Instalasi merupakan fasilitas penve
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lenggara pelavanan medis, pelavanan
penunjang medis. kegiatan peneli-
tian, pengembangan pendidikan,
pelatihan dan pemeliharaan sarana

RSUD;
2) Instalasi dipimpin oleh seorang
Kepala dalam Jabatan non struktural;
3) Instalasi adalah unsur pelaksana

vang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Direktur:

4) Perubahan, pengurangan dan penamba-
han instalasi ditetapkan oleh Direk-—
tur sesuail ketentuan vang berlaku.

Instalasi Rawat Jalan
Pasal 21

Instalasi Rawat Jalan mempunvai tugas
melakukan diagnosis pengobatan, pera—
watan, pencegahan, peningkatan. dan
penelitian urntuk pendsrita rawat jalan,
serta melaksanakan kegiatan rujukan
kesehatan.

Instalasi Rawat Inap

Instalasi Rawat Tnap mempunvail tugas
melaksanakan perawatan inap, termasuk



diagnosis, pengobatan, perawatan, dan
sencegahan akibat penvakit.

Instalasi Gawat Darurat
Pasal 23

ITnstaliasi Gawat Darurat mempunval tugas
melaksanakan pelavanan darurat medis
termasuk diagnosis, pengabatan,; pera
watan, pencegahan akibai penvakit serta
peningkatan dan pemeliharaan kesehatan.

|

Inztalasi Bedah Sentral
Pasal 24

stalasi Bedah Sentral mempunvai tugas
laksanakan diagnosis, pengobatan,
rawatan p=ncegahan akibat panvakit
igkatan pemulihan kesehatan

b Y

Instalasi Perawatan Intensif
Pasal 25

Instalasi Perawatan Intensif mempunvail
tugas melaksanakan diagnosis, pengo-
batan; psrawatan, rehabilitasi. pence-
aahan penyakit dan peningkatan pemu-
lihan kesehatan melaluili perawatan
intensif.



Instalasi Radiologi
Pasal 26 -

Instalasi RQadiologl mempunyai tugas
melakukan pelavanan radiologi, termasuk
.diagnosis, peirawatan, pengobatan, pen—
didikan, pencegahan akibat penvakit dan
paeningkatan kesehatan.

Instalasi Farmasi
Pasal 27

Instalasi fFarmasi membunval tugas
melakukan pengadaan, peracikan, penvim-
panan dan penvaluran obat—obatan, agas
medis serta bahan kimiz, gpenvimpanan

dan penvaluran alat kesehatan habis
pakail.

Instalasi Patologl
Pasal 28
Instalasi Patelogi mempunyal tugas
melakukan pemeriksaan dibidang patologil

untuk kepentingan diagnosis.

Instalasi Gizi

ht

Pazal 29

Instalasi Gizi membunyal tugas melaku-



kan pengolzahan dan penvaluran makanan
serta konsultasi gizi.

Instalasil Pemeliharaan
Sarana Rumah Sakit

Pasal 30

Tnstalasi Pemeliharaan Saranza RKumah

Sakit mempunyal tugas melaksanakan
pemeliharaan bangunan, elektromadik,
radioleogil., instalasi a2ir winum, 1is-

trik,., pembuangan sampah, cairan bu-
angan, alat angkut serta penvediaan air
minum, air panas, gas teknis, zat lemas
dan catu dava listrik serta Jasa tak-
nik,. pengelolaan sanitasi rumah sakit
dan . pcngamanan Tasilitas kesehatan
rumah sakit serta pelaksanaan rancang
bangun, sarana, prasarana dan pera-—
latan kesehatan.

Instalasil Perawatan Jenazah
Pasal 31

Instalasi Perawatan Jenazah mempunvai
tuoas menyiapkan dan pemeliharaan kamar
Jenazah, penerimaan, pemandian, acara
keagamaan_, penguburan dan pengawetan
Jenazah serta penvediaan kereta Jena-
zah.
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Instalasi Rehabilitasi Medis

Pasal 32
Instalasi Rehabilitasi Madis mempunyail
tugas wmelakukan pzsmulihan kesehatan
berdasarkan rujukan dari Instalasi
Rawat Jalan maupun Instalasi Rawat
Inap.

Instalasi Bedah Khusus

Pasal 33
Instalasi Bedah Khusus mempunyal tugas
melaksanakan t3indakan bedah amergency
dan seluruh tindakan beadah di luar
bedah sentral.

Paragrat 7

Komite Medis

Pasal 34
1) Komitz Medis adalah kelompok tenaga
medis vang ksanggotaannya dipilih

dari anggota staf madis fungsional.

2} Komite Medis berada dibawah dan
bertanggung Jawab kepada Direktur.
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pelavanan medis dan mambantuy pelal-
sanaannva, ser akan pembi-
naan etikz profesi, mengatur kewe-
nangan prefesi anggota Staf Medis
Fungsional serta mengembanagkan
program pelavanan, pendidikan dan
pelatihan serta penelitian dan
pangembangan.

Komite Medis ditetapkan dengan
Keputusan Bupati Kepala Daerah atas
usul Direktur untuk masa kerja 3
{tiga) tahun.

Dalam melaksanakan tugas Komite
Medis dapat dibantu cleh panitia-
panitia vang anggotanva terdiri dari
Staf Medis Fungsional dan tenaga
profesi lainnya sacara ex—officio.

Panitia adalah kelompok kerija khusus
di dalam Komite Medis yang dibentuk

untuk mengatasi masalah khusus.

Pembentukan Panitia ditetapkan oleh
Direktur.

Paragraf 2
Staf Medis Fungsional

Pasal 35

(1) staf Medis Fungsional adalah kelom-
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pok doktar vang bekerja pada Insta-—
lasi dalam Jjabatan funasional.

Stat Madis Fungsional mempunvai
tugas melaksanakan diagnosis, pengo-
batan, pencegahan akibat panvakit,
peningkatan dan pemulihan kesehatan,
penvuluhan kesshatan, pendidikan dan
pelatihan, opsnelitian dan pengem—
bangan.

Dalam melaksanakan tugas Staf Medis
Fungsional dikelompokan sesuai de-—
ngan keahliannva.

Kelompok dioimpin oleh seorang Xetua
vang dipilih oleh anggotz kelom-—
poknva .

Masa bakti Ketua Xelompok ditetapkan
oleh Direktur sesuai ketentuan vang
berlaku.

Ketua Kelompok diangkat oleh Direk-—
tur sesual ketentuan vang berlaku.

Baragraf <

)

Paramedis Fungsiona
dan Tenaga Non Medis

Fasal 3&

Paramedis fungsional adalah para-
medis perawatan dan fon-oeEranat
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vang bartugas npada Tnetalasi dalanm
Jabatan fungsicnal.
Ca2lam melaksanakan tugasnva para-

{
[ )

medis fungsional berada dibawah dan

bertanggung Jawab langsung kepada

Kepala Instalasi.

Bernempatan paramedis perawatan di-

iaksanakan oleh Direktur atas usulan

Kepala Seksi terkait.

Penempatan paramedis non-perawatan

dilaksanakan oleh Direkitur atas

vsulan Kepala Sub Bagian ¥esesk-
an Rekam Medis atau

Pasal 37

Tenaga HNon—medis adalanh tenaga vang
bzrtugas di bidang pelavanan Khusus
dan tidak berk9i+an Jangsung dengan
nelavanan terhadap pasien.

alam melaksanakan itugasnva tenaga
ocn—medis vang bekerja pada instala-
bertanggung jawab kepada Kenala

Penazmpatan Tanaga Mon-—medis dilaksa-
rakan oleh Dlraktur atas usul Kepala
Sub EBaglan Kesekretariatan dan Rekam
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Paragraf 10
Satuan Pengawasan Intern
Pasal 38

Satuan Pengawasan Intern adalah
Kelompok Fungsional vang bertugas
melaksanakan peéngawasan terhadap
pengelolaan sumberdava RSUD.

Satuan Pengawasan Intern ditetapkan
oleh Direktur untuk masa kerja 3
(tiga) tahun.

Paragrat 11
Dewan Penvantun
Pasal 39

Dewan Penvantun adalah kelompok
pengarah/ penasehat vang keanggo-
tannva terdiri dari unsur Pemerintah
Daerah, unsur Pemerintah Pusat di
Daerah dan tokoh masvarakat.

Dewan Penvantun ditetapkan oleh
Bupati Kepala Daerah untuk masa
kerja 3 (tiga) tahun.

Dewan Penyantun mengarahkan Direktur
dalam melaksanakan misi RSUD dengan
memperhatikan kebijaksanaan yvang
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ditetapkan oleh Menteri Kesehatan
dan Menteri Dalam Negeri.

Hal-hal 1lain mengenai Dewan Penvan-—
tun akan diatur kemudian oleh Bupati
Kepala Daerah sesuai ketentuan vang
berlaku.

BaAR v
HUBUNGAN KERJIA
Bagian Partama

Umum

Pasal 40

Hal-hal vang menjadi tugas RSUD
merupakan suatu kesatuan vang satu
sama lain tidak dapat dipisahkan.

Dalam melaksanakan tugasnva setiap
Pimpinan Satuan Organisasi di Ling-
kungan RSUD wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi, sinkronisasi
dan simplifikasi.

Setiap pimpinan satuan organisasi
dalam lingkungan RSUD bertanggung
Jawab memimpin dan mengkoordinasikan
bawahannyva masing-masing, membimbing
serta mamberil petunjuk pelaksanaan
tugas bawahannva.



—ZZ—
{(4) Setiap pimpinan satuan organisasi
dalam lingkungan RSUD walib mengiku-—
ti dan memenuhi petunjuk serta ber-
tanggung Jawab kepada atasannya.
Bagian Keduza
Pembinaan
Pasal 41
(1) Pembinaan teknis fungsional terhadap
RSUD dilakukan oleh Dinas, meli-

puti -

a. pelaksanaan pelavanan kasehatan
oleh RSUD;

b. pelaksanaan sistem pelayanan ke-
sehatan rujukan;

c. penanggulangan bencana penvakit
menular;

d. pengembangan pelavanan kesehatan;

e. pemantauan dan pengendalian
dampak lingkungan RSUD;

f. pembinaan administrasi dan mana-
jemen RSUD.

{2) Pembinaan taktis operasional tarha-

S
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dap RSUD dilakukan BRupati Kepala
Dasrah, meliputi -

a. pembinaan administrasi kepega-
waian sesual ketentuan vang
berlaku;

b_ pembinaan administrasi keuangan
sesual ketentuan vang berlaku.

Pembinaan teknis terhadap RSUD
dilakukan oleh Departemen Xesehatan
secara terkoordinasi dan pelaksa-
naannva dilakukan melalui atau atas
sepengetahuan Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Pelaporan
Pasal 42

Direktur memberikan laporan tentang
pelaksanaan tugasnva secara teratur,
Jelas serta tepat pada waktunvya
kepada Bupati Kepala Daerah.

Pengaturan mengenal jenis laporan
dan cara penmvambaiannva ditetapkan
berdasarkan ketentuan vang berlaku.

Setiap pimpinan satuan organisasi
wajib menvampaikan laporan berkala
tepat pada waktunva.
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Setiap laporan vang diterima elsh
pimpinan satuan organisasi d&aril
bawahan wajib diolah dan dipergua-—
kan sebagai bahan untuk menyvesun
laporan lebib laniut dan untuk
memberikan petunjuk-petunjuk kepada
pawahannya.

Dalam menvampaikan laporan masiag—
masing kepada atasan, tembusan
laporan wajib disampaikan kepada
satuan organisasi lain yang secara
fungsional mempunvai hubungan keria.

BAB VI
KEPEGAWATIAN
Pasal 43

Direktur adalah seorang dokter vang
diangkat dan diberhentikan oleh
Bupati KXepala Daerah atas usul
Kepala Dinas.

Direktur bertanggung Jawab dalarn
mampersiapkan bahan-bahan penentua:
kebijakan Bupati Kepala Daerab d.
bidang kepegawaian dan memelihara
administrasi kepegawaian.

Direktur bertanggung lawab dalam ha
perencanaan, pengslolaan dan pemb?
naan di bidang



{4} Direktur wajib membuat Daftar Peni-
laian Pelaksanaan Pskarjaan dan Daf-
tar Urut Kepangkatan pegawail bawah-
annya sesual dengan peraturan paru-
ndang—undangan vang berlaku.
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Direktur wajiib memperhatikan pelak-
sanaan kenaikan pangkat dan gaji
pegawai bawahannva sesuail dengan
Peraturan Perundang-undangan vang
berlaku.
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Dir=ktur mempersiapkan dan menvusun
Daftar Pegawail vang akan di didik
didalam maupun di luar negeri untuk
disampaikan kepada Bupati Kepala
Dasrah sesuai dengan ketentuan vang
berlaku.

BAB VII
HAL MEWAKILI

Pasal 44
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Anabila Oirektur berhalangan dalam
menjalankan tugasnva, maka Direktur
menunjuk Wakil Direktur.
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Dalam hal Wakil Direktur berha-
langan, maka Direktur dapat menunjuk
salah seorang Kepala Sub Bagian atau



Kepala Seksi untuk mewakili sesuai
bidang tugasnva.

BAR VIIT
KETENTUAN LATN DAN BENUTUP
Pasal 45

BDengan berlakunya Peraturan Daerah ini,
maka segala peraturan vang mengatur hal
yang sama dan bertentangan dengan
Peraturan Daerah ini dinvatakan tidak
berlaku.

Pasal 46

Hal-hal vang belum cukup diatur dalam
Peraturan Daerah ini, sepanjang menge-
nal teknis paelaksanaannva, akan diatur
kemudian olah Bupati Kepala Daerah-

Pasal 47

Peraturan Dasrah 1ini mulai berlaku
sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinva,
memerintahkan pangundangan Peraturan
Dasrah ini dalam lembaran Daerah Kabu-—
patan Dasrah Tingkat II Bogor.
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